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Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peraturan yang diputuskan oleh Kementerian 
Perhubungan serta tidak saling mengganggu. Penggunaan frekuensi radio yang ilegal dapat membuat terjadinya 
gangguan yang bisa menurunkan mutu dari stasiun radio lain, dan merugikan bagi stasiun yang secara resmi 
menjadi pengguna legal. Jika dilihat dari hasil pengukuran kualitas penerimaan siaran radio di wilayah 
perbatasan yang menggunakan pendekatan SINPO (Signal, Interferensi, Noise, Propagasi, Overall), masih 
banyak daerah disekitar perbatasan yang mengalami gangguan, berupa "spillover/tumpahan” siaran radio dari 
negara-negara tetangga di daerah terdepan wilayah perbatasan, sehingga sinyal broadcast dari Indonesia yang 
berjumlah 3 (tiga) saluran dengan kondisi sinyal sulit diterima. Gangguan spektrum frekuensi radio merupakan 
gangguan akibat energi yang tidak dikehendaki yang disebabkan oleh satu atau kombinasi emisi-emisi, radiasi-
radiasi atau induksi-induksi terhadap penerimaan dalam sistem komunikasi radio yang ditunjukkan dengan 
adanya suatu penurunan mutu, khususnya pada perbatasan desa Semangit – Entikong. Salah pengertian atau 
hilangnya informasi yang dapat diperoleh kembali bila energi yang tidak dikehendaki tersebut dihilangkan, 
diantaranya Interferensi Kanal Berdekatan (Adjacent Channel Interference), Interferensi Kanal Sama (Co-
Channel Interference), Interferensi Kanal Bayangan (Image Channel Interference), Emisi Tersebar (Spurious 
Emission), Intermodulasi, Harmonisa, Noise Buatan Manusia (man-made noise), dan Fading. 
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I. Pendahuluan 
Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi 
masyarakat dan telah menjadi komoditas penting 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Dalam era sekarang ini yang merupakan 
era teknologi informasi, masyarakat yang tinggal di 
kawasan perbatasan tidak cukup hanya sekedar 
survive saja. Mereka juga ingin menikmati hasil-
hasil pembangunan, seperti halnya saudara-saudara 
yang lain di Indonesia. Utamanya mereka yang 
tinggal di perkotaan. Itulah yang selama ini menjadi 
obsesi masyarakat perbatasan pada umumnya untuk 
hidup secara layak dan dinamis.  
Perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi tersebut telah membawa implikasi 
terhadap dunia penyiaran,  termasuk penyiaran di 
Indonesia. Siaran yang dipancarkan dan diterima 
secara bersamaan serentak dan bebas, memiliki 
pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, 
sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara 
penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga 
nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan 
kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada 
Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang 
Adil dan Beradab. 
 
II. Tinjauan Pustaka 
1. Kerangka Pemikiran Radio Siaran 
Perbatasan 
Sumber dari Kementerian Komunikasi dan 
Informatika menyebutkan bahwa koordinasi 
frekuensi perbatasan antara Indonesia dengan 
Malaysia secara efektif baru dimulai sejak Tahun 
2002 dalam bentuk Joint Committee on 
Communications (JJC). Dengan demikian setiap 
penduduk Indonesia sebagai  warga negara 
Indonesia dan warga dunia perlu diperhatikan hak-
haknya untuk mendapat informasi, bukan hanya 
warga yang berada di perkotaan atau yang mudah 
terjangkau sarana informasi melainkan juga mereka 
juga yang berada di pedalaman atau daerah- daerah 
yang sulit mendapatkan akses informasi tersebut. 
Negara sesungguhnya berkewajiban untuk 
memenuhi hak atas informasi bagi mereka dengan 
memberikan sarana atau akses optimal. Namun, 
kadangkala masih ada warga yang tidak 
mendapatkan akses tersebut, atau jika ada 
sebagiannya malah mendapatkan akses informasi 
dari negara lainnya, terutama di wilayah perbatasan 
yang cukup jauh dari sumber-sumber informasi 
dalam negeri. 
2. Penyiaran Pada Kawasan Perbatasan Antar 
Negara 
Persoalan utama penyiaran pada wilayah 
perbatasan negara adalah peluberan siaran (spill 
over). Karakteristik gelombang radio yang omni 
directional tidak memungkinkan pancaran dapat 
berbentuk sesuai relief negara (anirregular line). 
Masalah peluberan siaran semakin kompleks 
dengan pemanfaatan teknologi satelit  direct 
broadcasting by satelit (DBS). 
Di Indonesia, berdasarkan petunjuk teknis dari 
ITU, jarak ideal antara satu stasiun radio dengan 
radio yang lain adalah 800 Hz, yang dengan 
demikian pita frekuensi tersebut hanya dapat dihuni 
sekitar 21  stasiun radio. Jika terjadi peluberan 
siaran dari negara tetangga maka kanal frekuensi 
yang dapat digunakan tentu saja akan berkurang. 
Kalau negara tetangga tersebut mengoperasikan 20 
(dua puluh) stasiun radio yang keseluruhannya 
dapat diterima secara jelas, maka negara yang 
bertetangga dengannya “hanya memiliki” 1 (satu) 
kanal stasiun radio siaran.  Kalaupun dengan 
pengaturan jarak dapat mengatasi persoalan ini, 
maka penggunaan frekuensi secara bersama (co-
channel) akan menimbulkan resiko jika salah satu 
negara memperbolehkan stasiun radio siaran 
memancarkan signalnya dengan kekuatan yang 
jauh lebih besar dari peraturan yang ditetapkan 
negara yang bertetangga dengannya. Interferensi 
yang merugikan adalah suatu hal yang tidak dapat 
dihindarkan. Untuk itu harmonisasi peraturan 
nasional tentang daya pancar dengan Radio 
Regulation menjadi sangat penting artinya. 
3. Kebijakan Dan Perencanaan Spektrum 
Untuk Penyiaran   
Penggunaan frekuensi siaran radio FM 
eksisting pada saat ini bekerja pada pita frekuensi 
87,5-108 MHz mempunyai spasi antar kanal 
sebesar 100 kHz. Persyaratan penggunaan jarak 
minimal antar kanal yang dapat dipakai oleh stasiun 
radio, dalam satu area pelayanan (yang umumnya 
sekota atau sekabupaten) adalah 800 kHz, kecuali 
pada kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, 
Surabaya, Semarang, dan Medan yang hanya 
memiliki jarak 400 kHz. Secara umum pemetaan 
kanal frekuensi dalam satu wilayah layanan harus 
dengan jarak antar kanal minimum 800 kHz. 
Pengalokasian atau pengelolaan spectrum frekuensi 
radio di atur dalam undang-undang nomor 36 tahun 
1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan 
Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang 
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit 
Satelit. Frekuensi di bagi dalam beberapa penamaan 
tergantung dari lebar pita frekuensi yang 
digunakan. 
4. Spektrum Frekuensi Radio 
Spektrum frekuensi radio merupakan sumber 
daya alam terbatas yang saat ini peminatnya 
semakin meningkat sementara jumlah ketersediaan 
spektrum tidak bertambah Pemanfaatan spektrum 
frekuensi radio tersebut dalam mendukung  
pertumbuhan sektor telekomunikasi memberikan 
dampak berganda (“multiplier effect”) yang 
signifikan bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. 
Oleh karena itu, pemanfaatan spektrum frekuensi 
radio yang “tidak efisien” akan menimbulkan efek 
berganda pula, yang mengakibatkan “inefisiensi” 
pembangunan secara keseluruhan. Dengan kata 
lain, kemajuan suatu negara terutama di bidang 
telekomunikasi (ICT) saat ini akan sangat 
ditentukan oleh pengelolaan spektrum frekuensi 
radio yang efektif dan efisien. Pengelolaan 
spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien dan 
tertib penggunaannya, akan memberikan dampak 
sangat positif bagi pembangunan setiap negara, 
termasuk juga Indonesia.  
Dalam hal penggunaannya, spektrum 
frekuensi radio perlu dilakukan koordinasi untuk 
mencegah terjadinya masalah interferensi 
(gangguan). Dua perangkat komunikasi radio yang 
bekerja pada frekuensi yang sama, pada waktu 
yang sama dan pada lokasi yang sama akan 
menimbulkan interferensi pada pesawat penerima. 
Oleh karena itu, penggunaan spektrum frekuensi 
radio yang merupakan sumber daya alam terbatas 
sebagaimana halnya tanah dan air- harus 
didayagunakan dan pemanfaatannya harus 
dilakukanan secara benar, sehingga tidak terbuang 
percuma jika tidak digunakan dengan baik. 
5. Interferensi 
Gangguan disebut juga dengan interferensi. 
Interferensi disebabkan oleh energi yang tidak 
dikehendaki karena suatu emisi, radiasi atau 
indikasi terhadap penerimaan suatu sistem 
komunikasi radio. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya suatu penurunan mutu, salah pengertian, 
atau hilangnya informasi yang dapat peroleh 
kembali jika energi yang tidak dikehendaki tersebut 
dihilangkan. 
Macam-macam gangguan antara lain : 
• Interferensi Kanal Berdekatan (Adjacent 
Channel Interference) 
- In Band Adjacent Channel Interference 
- Out Band Adjacent Channel Interference  
• Interferensi Kanal Sama (Co-Channel 
Interference) 
• Interferensi Kanal Bayangan (Image Channel 
Interference) 
• Emisi Tersebar (Spurious Emission) 
• Intermodulasi 
• Harmonisa 
• Noise Buatan Manusia (man-made noise) 
• Fading 
 
III. Metode Penelitian 
1. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penulis melakukan penelitian yang digunakan 
untuk menyusun tugas akhir/skripsi ini di 
perbatasan Indonesia Malaysia tepatnya di daerah 
Entikong, kabupaten sanggau. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Juni 
2018. 
2. Variabel Data 
Variabel data adalah suatu objek penelitian 
atau pun apa yan menjadi titik perhatian suatu 
penelitian. variabel pada penelitian ini terfokus 
pada: 
• Kualitas penerimaan siaran radio di perbatasan 
indonesia malaysia, kecamatan entikong 
kabupaten sanggau 
• Pengukuran kualitas penerimaan siaran radio 
menggunakan ketetapan SINPO. 
SINPO yaitu kode angka untuk menilai 
kekuatan sinyal (Signal strength), gangguan 
(Interference), derau dari atmosfer (Noise), kondisi 
propagasi (Propagation) dan kesan umum 
penerimaan (Overall merit). Penilaian dilakukan 
dengan angka mulai dari 5 (paling bagus) sampai 1 
(paling buruk). 
3. Peralatan yang digunakan 
Adapun peralatan yang digunakan, yaitu : 
• Radio portabel 
• GPS 
 
• Formulir isian. 
• Handphone. 
 
IV. Hasil dan Analisis 
Berdasarkan hasil pengamatan dan analisa 
maka daerah yang perlu mendapat perhatian 
terutama masalah gangguan dengan nilai SINPO 1 
dan 2 adalah:  
1. Dusun Lomur 1, Desa Kenaman Kecamatan 
Sekayam khususnya pada jarak 9,24 Km 
dengan frekuensi 91 MHz, 95 MHz dan 100 
MHz. 
2. Jl. Malengggang, Balai Karangan 4 
Kecamatan Sekayam khususnya pada jarak 
8,16 Km dengan  frekuensi 103 MHz. 
3. Dusun Semeng Desa Semanget Kec. Entikong 
khususnya pada jarak 668 m dengan   
frekuensi 91 MHz. 
4. SMAN 1 Sekayam Jl. Raya Entikong Km 2, 
Balai Karangan Kec. Sekayam khususnya 
pada jarak 6,18Km dengan frekuensi 91 MHz, 
97 MHz, 99 MHz dan 106,5 MHz. 
5. Batas Desa Semanget – Entikong khususnya 
pada jarak 5,36 Km dengan frekuensi 90 
MHz, 91 MHz, 92 MHz, 95 MHz, 96 MHz, 
97 MHz, 98 MHz, 99 MHz, 103 MHz dan 104 
MHz. 
6. STKIP - MELAWI Entikong khususnya pada 
jarak 6,29 Km dengan frekuensi 96 MHz. 
7. PLBN Entikong khususnya pada jarak 11,34 
Km dengan frekuensi 90 MHz dan 91 MHz. 
8. Desa Sontas Kec. Entikong khususnya pada 
jarak 8,08 Km dengan frekuensi 90 MHz dan 
91 MHz. 
9. Desa  Semangit Kec. Entikong khususnya 
pada jarak 5,22 Km dengan frekuensi 93 MHz 
dan 107 MHz. 
10. Dusun Panga Desa Semangit Kec. Entikong 
khususnya pada jarak 2,5 1Km dengan 
frekuensi 90 MHz, 95 MHz, 106 MHz dan 
108 MHz. 
11. Dusun Semeng Desa Semangit Kec. Entikong 
khususnya pada jarak 784 meter dengan 
frekuensi 89 MHz, 106 MHz dan 108 MHz. 
12. Balai Karangan khususnya pada jarak 8,04 
Km dengan frekuensi 93 MHz dan  96 MHz. 
13. Desa Bungkang Kec. Sekayam khususnya 
pada jarak 11,33 Km dengan frekuensi 91 
MHz, 95,5 MHz dan 103 MHz. 
14. Desa Lubuk Sabuk Kec. Sekayam khususnya 
pada jarak 17,28 Km dengan frekuensi 90 
MHz dan 91 MHz. 
15. Desa Malenggang Kec. Sekayam khususnya 
pada jarak 38,35 Km dengan frekuensi 100 
MHz 
16. Dusun Sungai Pinang Desa Malenggang Kec. 
Sekayam khususnya pada jarak 37,23 Km 
dengan frekuensi  89 MHz, 92 MHz, 93 MHz 
dan 101 MHz. 
17. Dusun Sungai Daun Desa Malenggang Kec. 
Sekayam khususnya pada frekuensi 93 MHz. 
18. Desa Kenaman Kec. Sekayam khususnya pada 
frekuensi 96 MHz. 
Penyebab gangguan berupa penerimaan sinyal 
yang lemah, interferensi yang sangat kuat, noise 
yang sangat kuat dan propagasi yang sangat kuat, 
Hal ini dikarenakan sinyal dari pemancar terhalang 
oleh bukit ataupun bangunan, adanya sinyal 
pengganggu yang tidak diinginkan dari pemancar 
lain dimana frekuensinya berdekatan atau sama 
dengan sinyal yang diinginkan, masuknya sinyal 
yang memiliki level tegangan yang cukup tinggi 
secara tiba-tiba ke saluran komunikasi, 
ketidakstabilan cuaca serta adanya objek bergerak 
yang menghalangi sinyal dari antena pemancar ke 





Dari hasil analisis perhitungan dan penilaian 
kualitas penerimaan siaran radio FM pada kawasan 
perbatasan Kalimantan Barat tepatnya di wilayah 
Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau dapat 
disimpulkan bahwa : 
a. Gelombang radio merambat di ruang angkasa 
tanpa mengenal batas wilayah teritorial 
negara. Di setiap daerah perbatasan antara 
dua negara, penggunaan alokasi frekuensi 
radio untuk teknologi komunikasi radio baru 
memerlukan koordinasi yang erat antar dua 
negara tersebut untuk mencegah adanya 
gangguan yang membahayakan (harmful 
interference). Hal ini sangat kritis terutama 
untuk sistem dengan daya pancar tinggi dan 
memiliki jangkauan layanan cukup luas.   
b. Secara internasional penggunaan spektrum 
frekuensi radio diatur oleh suatu hukum 
internasional yang bersifat mengikat (treaty) 
dalam bentuk Radio Regulations ITU, yang 
merupakan bagian tak terpisahkan dari 
konstitusi dan konvensi ITU. Radio 
Regulations ITU membentuk suatu kerangka 
kerja dasar internasional di mana setiap 
negara anggota mengalokasikan dan 
melakukan penataan spektrum pada tingkat 
yang lebih rinci.  
c. Penggunaan spektrum frekuensi radio dan 
orbit satelit wajib mendapatkan izin 
Pemerintah. Penggunaan spektrum frekuensi 
radio dan orbit satelit harus sesuai dengan 
peruntukkannya dan tidak saling mengganggu. 
Manajemen spektrum frekuensi harus diawali 
dalam skala nasional dan mengingat 
gelombang radio tidak mengenal political 
border, permasalahan global membutuhkan 
kerjasama internasional. 
d. Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos 
dan Informatika (Ditjen SDPPI) menjalankan 
fungsi pengaturan, pengawasan dan 
pengendalian spektrum frekuensi radio 
meliputi antara lain monitoring, observasi dan 
penertiban penggunaan spektrum frekuensi 
radio. Penanganan gangguan spektrum 
frekuensi radio diatur dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 
Nomor : 087/DIRJEN/2007 tentang Prosedur 
Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi 
Radio, yang menyatakan pengaduan gangguan 
spektrum frekuensi radio dilaporkan kepada 
Unit Pelaksanaan Teknis Balai/Loka Monitor 
Spektrum Frekuensi Radio.  
e. Hal-hal penting lainnya yang diatur dalam 
Peraturan Direktorat Jenderal Pos dan 
Telekomunikasi tersebut adalah mengenai 
pengelompokan gangguan spektrum frekuensi 
radio, prosedur penanganan gangguan 
spektrum frekuensi radio, penyelesaian dan 
pelaporan penanganan gangguan. Pelaksanaan 
penanganan gangguan spektrum frekuensi 
radio dilakukan berdasarkan skala prioritas 
dan atau sifat dari gangguan. 
f. Manajemen spektrum meliputi pula 
tanggungjawab untuk melakukan investigasi 
serta menyelesaikan masalah keluhan dari 
pengguna radio yang mengalami interferensi 
di dalam pengoperasian sistem komunikasi 
radionya. Ditjen SDPPI secara rutin 
melakukan monitoring frekuensi dan 
mendeteksi pemancaran yang tidak berizin.  
Begitu juga, jika suatu stasiun radio telah 
diberikan izin, Ditjen SDPPI melakukan 
inspeksi kepada stasiun tersebut untuk 
menjamin bahwa pemegang izin menaati 
kondisi operasi izin seperti daya output RF, 
modulasi, akurasi frekuensi radio dan 
persyaratan instalasi serta digunakan sesuai 
peruntukannya.  
g. Frekuensi merupakan limited resources. 
Sekali dikeluarkan, orang lain tidak bisa 
memakainya. Frekuensi tidak dimiliki, hanya 
diberikan hak penggunaannya. Menggantikan 
sesuatu yang limited/chance, yang orang lain 
tidak mungkin dapat menggunakannya. 
Masyarakat harus menggunakan seefisien 
mungkin. 
h. Jumlah frekuensi Frekuensi termonitor di 
wilayah entikong Kabupaten Sanggau 
sebanyak 115 frekuensi yang terbagi pada 24 
legal, 1 ilegal, 10 belum di ketahui, 62 
Internasional. 
i. Ditemukenali ada  frekuensi GSM 900, DCS 
1800, UMTS2100 dan LTE Malaysia yang 
terdeteksi di wilayah perbatasan Entikong 
Kabupaten Sanggau. 
j. Peluberan siaran mengakibatkan dua 
konskuensi yakni program siaran dan 
frekuensi yang merupakan SDA terbatas. Dari 
aspek pertama, Perbatasan lebih banyak 
menerima peluberan siaran dari negara 
tetangga sebagaimana data-data pantauan 
KPID Perbatasan bila dibanding siaran 
nasional. Realita ini mengakibatkan rasa 
nasionalisme di daerah perbatasan akan 
tergerus oleh karena pengaruh program siaran 
negara tetangga. Konskuensi kedua adalah 
alokasi frekuensi yang merupakan SDA 
terbatas. Keuntungan dan kerugian dari 
alokasi frekuensi di wilayah perbatasan sangat 
bergantung pada kekuatan bargaining-position 
negara kita di hadapan negara-negara tetangga 
saat penentuan alokasi frekuensi. Dengan 
demikian persoalan frekuensi di wilayah 
perbatasan adalah merupakan tantangan 
sekaligus harapan. 
k. Teknik Pemantauan dan pengawasan spectrum 
frekuensi: 
• Menyiapkan bahan rumusan dan 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan, 
norma, standar, prosedur, kriteria serta 
bimbingan teknis dan evaluasi dibidang 
monitoring  spektrum frekuensi dan 
evaluasi penyiaran. 
• Hasil pemantauan dan pengawasan 
diurutkan berdasarkan pengukuran 
lapangan mulai dari tahun 2013 sampai 
sekarang dan dianalisa 
l. Upaya mempertahankan sabuk pengaman 
teknologi informasi: 
• Sensor dan Quality kontrol.  Proses 
berkembangnya media penyiaran di 
Malaysia sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan bangsa Indonesia yang 
memiliki keberagaman budaya dan 
sangat menjunjung tinggi nilai 
rasionalitas. Ketika media penyiaran 
radio di kawasan perbatasan hanya 
dilayani oleh radio-radio malaysia, maka 
content program yang siarkan perlu 
ditelaah agar tidak merusak nilai/rasa 
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia 
dalam naungan NKRI.  
• Meningkatkan peran KPI yang 
merupakan perpanjangan tangan unit 
pelayanan teknis dari Departemen terkait 
yang berada dibawah kontrol 
pemerintah. 
• Mengubah keterbatasan kanal pada 
wilayah layanan di perbatasan. 
m. Penataan sistem penyiaran: 
• Mempermudah pendirian radio 
komunitas dengan memberikan titik-titik 
kawasan berdasarkan peta GIS kawasan 
perbatasan. 
• Membagi jadwal stasiun penyiaran (ada 
yang pagi atau malam hari) 
• Pembagian jatah siaran antara dua 
stasiun pada frekuensi yang sama. 
n. Teknik mengatasi peluberan siaran radio (spill 
over): 
Indonesia:  
 Mendirikan/Menambah tinggi stasiun 
Pemancar FM yang dekat dengan garis 
perbatasan dengan gain pancar yang 
perlu disesuaikan dengan band frekuensi 
untuk menjangkau kawasan perbatasan 
 Pengaduan kepada ITU-R tentang spill 
over yg dimaksud 
Malaysia: 
 Sesuai dengan kesepakatan bersama 
untuk kiranya pihak malaysia dapat 
memperkecil gain pemancar 
(Membatasi kekuatan pemancar dan 
ketinggian menara pemancar) di 
kawasan perbatasan. Memperkecil 
atau memperlemah sinyal yang 
keluar dari pemancar 
hingga sideband tidak bentrok 
dengan saluran yang berdekatan, 
namun konsekuensi tindakan ini 
adalah daya pancar stasiun 
bersangkutan menjadi lemah. Untuk 
mengatasi hal ini, pihak berwenang 
harus menempatkan setiap saluran 
frekuensi pada jarak yang cukup 
jauh. Saluran frekuensi tidak boleh 
berada pada posisi berdempetan. 
Dengan demikian, terdapat satu 
saluran frekuensi yang kosong (tidak 
terpakai) diantara dua saluran yang 
terpakai 
 Mengatur sudut pancar antena 
(inklinasi antena) agar coverage area 
yang dipancarkan tidak masuk ke 
Indonesia 
 Menggunakan antena yang terarah 
(directional antennas) dan 
menurunkan daya pemancar pada 
malam hari. 
o. Kualitas penerimaan siaran radio dinilai 
dengan angka 1 s/d 5, angka 1 merupakan 
hasil terburuk sedangkan angka 5 
merupakan hasil terbaik 
2. Saran  
Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka 
penulis dapat memberikan beberapa saran 
dalam pengembangan dan perbaikan dalam 
penelitian tugas akhir ini adalah: 
a. Spektrum frekuensi radio dan orbit satelit 
merupakan sumber daya alam yang 
terbatas dan mempunyai nilai strategis, 
untuk itu: 
 Diperlukan program-program 
pelatihan dan pendidikan dalam 
lembaga sendiri (in-house) 
 Perlu diusahakan tenaga serba bisa 
(all-round) 
 Pembinaan budaya untuk bekerja 
sebagai tim besar. 
 Perlu motivasi untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keahlian. 
b. Langkah-langkah perbaikan dalam 
pengaturan frekuensi radio FM di daerah 
perbatasan: 
 Unsur-unsurtugas manajemen  
frekuensi dikembangkan, 
dilaksanakan  dan dikelola 
terkoordinasi dan terintegrasi. 
 Alokasi tugas dan kewenangan pusat 
dan di daerah ditetapkan kembali 
(Organisasi tingkat pusat, wilayah dan 
lokal). 
 Pelayanan satu atap. 
 Dukungan sarana komputerisasi 
antara pusat wilayah dan pusat 
nasional. 
c. Peninjauan kembali izin frekuensi kepada 
operator yang telah diberi izin tetapi tidak 
sungguh-sungguh mengimplementasikan 
izin penyelenggaraan yang telah diberikan 
oleh Regulator. 
d. Penggunaan spektrum frekuensi radio 
sehemat dan seefisien mungkin, termasuk 
penggunaan oleh Pemerintah, keperluan 
Hankam (yang pada saat ini tidak bayar). 
e. Mempertimbangkan sistem dan operator 
eksisting dalam pemberian ijin teknologi 
baru. 
f. Ditjen SDPPI diharapkan menyusun 
frekuensi planing terhadap teknologi baru, 
hal ini diperlukan penggunaan secara 
rasional, sharing, proteksi terhadap sumber 
daya alam dengan regulasi, koordinasi dan 
manajemen spektrum frekuensi 
g. Diperlukan upaya meningkatkan 
koordinasi internal/nasional dalam 
perencanaan alokasi spektrum frekuensi 
h. Perlu dipikirkan mengenai replanning 
frekuensi Radio Siaran agar lebih efisien 
dan tertib. 
i. Perlu adanya pemantauan secara berkala di 
wilayah perbatasan agar terjamin tidak 
terjadinya interferensi terhadap stasiun 
siaran di wilayah Indonesia. 
j. Mempertahankan pengunaan frekuensi-
frekuensi semua sistem yang merupakan 
asset nasional dalam forum regional 
maupun internasional. 
k. Memperjuangkan frekuensi yang akan 
digunakan untuk sistem yang akan 
diimplementasikan di indonesia dalam 
forum regional dan internasional. 
l. Perlu membentuk tim untuk aktif dalam 
World Radio communication Conference 
dalam konsisten atas hasil-hasil 
kesepakatan dalam forum nasional, 
regional maupun internasional dalam 
implementasi nasional. 
m. Meningkatkan keterlibatan 
operator/investor nasional dalam 
penyelenggaraan komunikasi global. 
n. SDM yang berkualifikasi tertentu dan 
berkualitas, adanya kesinambungan. Harus 
mampu mempertahankan staf/ahli yang 
matang, berpengalaman dan berdedikasi. 
o. Penelitian selanjutnya dapat melakukan 
penelitian dengan menganalisis kualitas 
penerimaan siaran radio di tiap-tiap desa 
yang ada di sepanjang kawasan perbatasan 
Kalimantan Barat. Demikian juga untuk 
kualitas penerimaan siaran sistem 
telekomunikasi seluler dan televisi. 
p. Berdasarkan kesimpulan nomor 17 perlu 
dilakukan penambahan tower FM RRI 
atau tower radio FM komunitas. 
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Utilization of radio frequency must be suitable with the regulation who is dicided by the ministry of 
transportation and  not  interere each other, illegal utilization of frequency radio can make an interference and 
reduce the quality of another radio stations, and do harm for station who formally become legal user. If it seen 
from the result of measurement in the border region who is using guidlines from SINPO (signal, 
interference,noise, propagation, overall), and still a lot of more in around border region who encounter an 
interference in the of spillover, radio broadcast from neighbour countries in advance border region, so that is 
make the  broadcast from indonesia and which amount of 3 channel with the result of that make the signal is hard 
to received. Interference spectrum radio frequency is the result of not desired energy who is caused by one or 
combinations emitions, radiations, or inductions against reception in system communication radio which is 
showed by reduction of the quality, especially on the border vilage semangit-entikong. Misconception or lost 
information which can be obtained back if not desired energy is removed. Among them (Adjacent Channel 
Interference), (Co-Channel Interference), (Image Channel Interference), (Spurious Emission), intermodulation, 
Harmonisa, (man-made noise), and Fading,  
 
Keyword : spillover spectrum, landscape broadcast, Radio Regulation, SINPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
